BAB LII
MASALAH PENCABUTAN HAK WMILIK ATAS [ANAH

A. Penzortion pencabutan hak milik atas tangh

Pencabutan hak milik atas tamah yung biasa disebut
dengan poncabutan hak, diambil dori istilah asing ontei-
goninz. Baik dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Undanzg-
Undang No. 2U tahun 1961, maupun dalam Undang - Undang
lainnya tidak momborikan definisi tentang poucabutan hak

milik ini.

Yalam hal ini untuk. éekodar dipcikai luandasan ten-
tang pengortian poncabutan hak atas tanah. Bachsan ius-
éufa momandang poncabutan hak secbagal suatu | perbuatan
hukum yang borsifat sofihak yung dilakukqn olch pomerin-
tah dalam lapanzan agrﬁria ditujukan.kopada pemesans hak
berdasarkan kepada kekuasaan husus.

U1 jolaskan bahwa pencabutun hok ini.hqrus, ditoku-
kan somata-mata kehondak pcmoriutdh tanpa musyawaruh
atau tanpa kompromi dengan pomilik hak, yang membawa aki
bat hapusnya hok tersebut tanbd adanya kosalaohan dari
pemogang hak torsobut, dan sebagul imbhlannya diberikan
ganti rugi yang layak.l | '

Menurut WF Prins, yunw dimakuud pencabutan hak ia-

lah : sobunh ponyorahan hak atas benda dongan cara paksa

1Bachsan dbustafa, Hukum Agraria Dglam Prosfoktif ,
Remaja Karya Bandung, 1983, hal. 68.

"
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oleh sescorang warga negara kopada badan hulcum publik (pe
morintah) agar dengan demikian pemorintah mempunyai  ke-
sompatan‘untuk momakai boenda-benda itu yang berguna - bagi
kepontingan umum.<? S '

Abdurahman mondefinisikan mengenai pénCabutan hak
atas tanah. Yuitu pongumbilu@ tdnah kepunyaan suatu pi-
hak oloh nogara secara paksé, yang'qnngakibatkan halk atas
tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bérsangkutan melaku-
kan kesalahan/pelanggaran Atau lalai melakukan kewajiban
hukum.3 | ' |

Pencabutan hak atas tanzh untuk.kopontingan umum, .
adalah merupakan cara yang‘torahir untuk mompordloh ta-
nah-tanah yang sangat diporldkan guna keperluan  tertentu

untuk kepentingan umum setelah berbagai cara melalul  ja-
lan musyzwarah dongan yang mempunyai tanah menemui  jalan
buntu dun tidak mombawa hasil sebugaimunu yang diharapkan
sédang koporluan akan tanah sangat mendesak.

' Disini dapat diketahui bohwa pencabutan  hak atas
tanah itu adalah merupakan suatu tindakan dard nogara
atau alat perlongkapan negara yang dilaksanakan socara
paksa terhadap tanah dan benda-benda yuhg ada diatasnya ,
kepunyaan, penduduk untuk'disorahkah kepada yang  pornah
molakukan polanggaran hukum atou melalaikan kowajiban hu-
kum yang dibobankan kepadanya. ' |

235utomo, Pongantar Hukum Tata Pomerintahan, Lembaga
Ponorbitan Univorsitas Brawijaya, iialang, 1981, hal. 139.
3 sbdurrahman, sasplah Poncabutan Hak-Hok Atas Tanah
dan_Pombobasan Tangh di Indonesia, Alumni, Bandung, 1983,
hﬂlc l&: . ' '
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Dari dofinisi-dofiﬁisi yang,ﬁiknmukakan di atas da-
patlah ditarik suatu kosimpulan mengenail unsur-unsur pen-
cabutan hak, yaitu sebagai borikut :

l. Poncabutan hukum sopihak.
2. Dilakukan oloh Pemorintah.

3. Denzon cara paksa.
L. ditujukan kopada pcmogqng hak.
95« Berdasarkan kekuasaan hucsus. .
6. Yang mrugokibatkan hapusnuya hok atas tanah.
7. Vongan ganti kerugion yang layak.
8. Yang dipakai kesompatan pemerintah.
9. Guna untuk kopontingan uwmum.
10.Tanpa yang borsangkutan ﬁmldng;gur Jhukum,
dari berbagui unsur tnrsnbut‘pnngortian, pancabutan

hak atas tunah dapat diberikan batasan yeitu @ Penarikan

hak atas toencn oleh pewsrintah yang anorusakan . prrouatan
hukum seplhak, secara paksa, ditujukan kepada pemrmang

hak, berdasarkan kekuasaan husus dan borakibat_ hapusnya
hak atas tanah, dengan ganti kerugian yang layak, yang di
pukail kosompatun oleh pomcrintah ghna kopoutingun umum,
tanpa yang borsangkutan melanggar hukum. o _‘

Olch karena itu tidak termasuk pbncabutan hak,yaitu
tindakan perampasan terhadap tonah karenn yahg bersangku-
tan torlibat dalam suatu tindak pidand, atau ponsitaan
tanah olech Pengadilan dalam hubungannya donmn suatu  gue
gatan pordata di Pongadilan. Juga tidak  termasulk dalom

pengertian ini adalah pdnycrahan (penyorahan socara suka
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W

rela) oleh pemiliknya dengon pembayaran ganti rugl goecukup

nya seltalipun hal tersebut dipergunakan untuk kepentingon

umum,

Sedang pembebasan tanah yaitu : Melepaskan hubungan

hukum yang semula terdapat diantara pemegang hak/ penguasa

atas tanah, dengan cara pemberian genti rugi ates
musyavarah dengan pihak yang bersongl«:uten.4
Pembebasan tanah unsur—unsurnyé yeitu :

T« Penganbilan tanah oleh Pemorintah
2. Perbuatan kedua belsh pihalk

3. Adanya musyawarah dsn mufekat

L. Tanah jatuh ketongan Pemerintah

dasar

5. Diberilran pado pihok yang membutuhken densan  pemegong

holk yong baru
6. Untul: kepentinpgan wnum
7. Dengan gonti rugi yeng layok.

Jadi perbedasn antora pencab&tan halt  atas
den pembebasan tanah yaitu : |
Pencabuton hak milik atas tenah :
1. Perbuatan hukum sepihak
2. Secara paksa .
Sedang pembgbasan tanah :
1. Perbuataan hukum kedua bolah pihak

2. Berdasarkzn mugy awarah/mufekat .

tanah
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1. Pencabutan hak biasa.

Yaitu pihak yanz meminta poncabutan mengajukan permo-

honan kepada Prosidén RI ddngan porantafaan Monteri

Dalam Negeri/Dircktorat Jenderal Azraria melalui Gu-

bernur KDH/Kepala Uircktorat igraria sectempat. Diser-

tal dengan ¢

a. lencana peruntukammya, dan alasan-alasamnya, bahwa
untuk kepentingan umum harus diddakan pencabutaon
hak. |

b. Ketorangan tentang nama yang berhak, lotak, luas
dan macam-macam hak atas tanzh yang okan  di cabut
sorta bonda-benda yang ada di atasnya.

c. Rerlcana ponampungdn,orang-orang yang mensgarap ta-
nah atau mencrpati rumah yung barséngkutan.

Setelah menorima pormohonan.pcncébutan halk, Ke-
pala bircsktorat agraria sogora moainta kepoda bBupati
KDH yong borsangkutan untul memberikan partimbangan -
mongrnal pencabutan hak dan ponumpun@an orang - orang-
nya, dan mominta kopada paﬁitia penaksir zunti rugi
yang momborikan taksiran borapa jumlah ganti rugi yang
harus dibayar. Fanitia ini duduk di setiap Dacrah
Tinckat LI yang dibontuk'dongan sobuail -surat koputus-
an Gubornur Kepala Daorch.

Dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya pormin
taan dari Kepala Direktorat Agraria, para Bupati/Wali
kota Madya sudah harus monyampaikan pertimbargau-per-
timbuangan yang diporlukan, juga panitia penaksir ha-
rus sudah monyampaikan takslrau berapa ganti' ruzi yang

harus dibayarkan kepada pemilik tanah.
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Setolah Kepala Diroktorat azraric mererima scgala
portimbangan dari Bupati/Kotaomadya KDH dan taksiran har
go ganti rugi yang harus dibayarkan, maka atas nama Gu-
bornur monyampaikan permohonan tersebut kepada fientori
Valam Hogari, kemudian pcrmohon&n ini disampaikan ke-
pada Prosiden dengan disortaiqurtimbangan—portimbangan
Monteri Dalam hegerl, renteri Kehokiman, dan sentoeri
yang membidangil usaha si pemohon pencabutan tersebut.

Setolah sogala porsyaratan sudah torponuhi dan
Prosidon mongabulkan pormohonan, barulah pencabutun hak
atas tanah dapat dilckukan dengan. scbuah surat keputus-
an I'residon, dan diumumkaﬁ dalam Boritu'Nngaru KL, dan
turunannya disampaikan kepada pomilik hak atas tanah,

dan diummkan dalam surat-surat kabar.

2. Fencabutan halk dalam keaduanr wendosuk.
Yaitu bila dalam keadoan @monuesck foie 1 Lukan PO =
saan tanah dan/ataw beuda-benda yang ada di  atagnya
dongun sesora, maka pencabutuen huk dapat dilaksana -
kan dengan ceput, misalnya ketike terjadi be ncana
alam yang wmewmerlakan poﬁumpungan dongan gesera.
balam hal ini permchoiicn diajukan oleh Kepala Di-
roktorat agraria otes noma Gubernur KGH kepada denteri
Dalam iegori, tonpe diserted tuksiran ganti rugi  dari
panitia penakeir, dan tidak memungsu diterimynya portim
banzan rertirhongan-pertimbangan dari Bupati/ Kotamadya
KDH Monteri Dalam Nezeri memberikan kcputuaan porkenan
menguasal tanah, kemdian diikutd dongan Keputusan I'ro-
siden tentang dikumpulkan atau tidakﬁya pencabutan hak
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torscbut.

Acara pencabutan hak ini baik dcn"an cara biasa mpu
pun dengan cara mondcuak jika dimunbkinkau ‘adanya penye-
losaian dengan cara damai maka cara itulah yang diperguna
kan sekalipun acara pencabutan hak sudah ada keputusan
Prosidon.

Sosuai dongaﬁ apa yang discbutkun dalam LU HNo, 20
Tahun 1961, bahwa jika dalam monyeclesaikan porsoalon pen-
cabutan dapat disole saikan dengan card Jparsetujuan Jual
boli atau tukar monukar,. mqkq doudan cara itulah yang di-

-
tempuh walaupun sudah ada ourat koputusdn poncabutdh hak.

C. Dasar hukum poncubutan hak'

Adapun poraturan yang mcnjadi lqndasau atau ddsar

hukumn adanya poncabutan hak millk atas tanah yaitu :
asal 33 ayat 3 UUD.4L5. |

Dalam pasal ini mnnyabutk&h bahwa bumi, air,den ke-
kayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh no-
gara dan diporgunakan untuk scbosar-bosar komukmuran rak-
yat.© | |

Hak menguasal dari nogara sebggai'yang dimaksud da-
lam pasal ini adalah'memborikan‘wewénang kapada negara un

tuk :

’Ibid, hal. 70

6Undanp-UndangADas ar 1945, bosorta pnujolu amnya |,
Indah, uudahaya, hal. 17.
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a. lengutur dan menyolonggarakan phruntukan, ponggunaan,
ponyodiaan,‘pomolihdraan bumi, air dah ruang angkasa.

b. Monontukan dan mengatur hubunzan hukum‘antara orang-
orang dengan bumi, air dan ruang anzkasa.

c. renontukan dan sengatur habungan-hubungan antara orang
orang dengan perbuatan-perbuatan hulum yanz  mongenai
buni, air dan ruang angkasa.

Wowonung yang borsumbor dari hak'nnnguasai unrara
torsobut digunakan untuk sobnsur-bésar kemakmuran rakyat
dalam arti kobahagiaan, kouojahtbraan‘dan kemerdekaan deo
lam masyurakat, dau ncgard'hﬁkum iudouosia.yang merdeka,
berdanlat adil dau makwmur.

Hak wenzuasal iiegara torscbut prlaksanaounya dapat
dikuasakan kepada daorah-dacrah swatﬁntora don masyarakat
hukum adot, sekedar diperlukan dan tidak, bertntunsan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan Feraturan
ancrintah.7 |
Pasal 18 Undarg-Undong Pokok agraria.

UDolam pasal ini discbutkan bahwa untuk kepentingan
umum tormasuk kepentingan bangsa dan negara serta kopen-
tingan borscma dari rakyat,'hak;hak atas tanch dapat di
cabut dongun wrngganti koruglan yang ldydk dan  monurut

cara yang diatur dalum Undang-Undang.8

Undagnz-Undang Pokok Azraria, Ancka Ilmu,Semarang,
hal. 7 - 8. '

8
ibid, hal. 17.



Pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria.
Dalam pasal ini disebutkan bghwa hak milik hapus
apabila :

a. Tanahnya jatuh pada negara..
l. Karena pencabutan hak _
2. Karona penyerahan dongun'sukn rela oleh pemiliknya
J. Karona ditorlantarkan ‘
L. Karenag kotonﬁuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat
2.

b.Tm@mwxmwmmﬂ

Pasal 6 Undung-Undanz Yokok Agraria.

Dalam pasal ini discbutkan bahwa semuz hak atas
tanah mompunyail fungsi sosial. ‘
Undang-uudang lo. 2U Tahun 1961,

Undang-dndang ini‘nnngatur tantangvpdncabutan haok
atas tanah dan benda-bonda.yangvada di atasnya.

Keimdian diikuti oleh Instruksi Fresiden No( 9 ta-

hun 1973 tentang pdlaksanaan pencabutan hakfhakvatas ta-.
noh dan benda-bonda yang ada di ataénya. Dalam peraturan
ini disebutkan bahwa pencabutan hak otas tanah dan bonda
benda yang ada di atasnya supaya hanya dilaksﬂnakan bn-
nar-bonar untuk kepentingan umum dan dilakukan dongan
hati—hati sorta dongan cara-cara yang adil dan bijaksana

segala scsuatunya sesual dengan ketentuan psrundang-unda

9
Ibid, hal. 22
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ngan yang berlaku.tY

balam pasal 1 UU No. 20 Tohun 1961 disebutkan bahwa
untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan ber
sama dari rakyat dan kepentingan pembangunan,Presiden da-
lum keadaan memaksa sotelah wendengar Henteri Agraria(so-
karang iienteri Daldm llegori) senteri Kehakiman dan.  len-
toeri yang bersangkutan, dapat mencabut hak-hak atas tanah
dun benda-benda yang ada diatusnyu;ll
Dalam pasal 1 instruksi Frosiden BRI %o, 9 Th. 1973.
Tontang pelaksanaan peucubutal nak-huk atas tanch dan .
bonda-bonda yunz ada di atagnya, disebutkan ompat katego-
ri kegiatan dalam rangka pelaksanzan pembanguwxn vansg mem
punyal sifat kopentingan uwaum :
Qe Képnntinﬁan bangsa dan negara,.dan/afnu
b. Kepentinsan masyarckat luas dan/atah
c. fepantingan rakya§ banyak darn/ataun
d. Kopentingun pembaugunan.lZ
Sodanigkan kepentingan pbmbaugunan yaitu :FPertuhanan
pekerjaan umm, perlengkapan umn, Jjasa umum,keagamazn
ilmu koschatan dan seni budaya, kcsehatan, olah rara, ke-
schatan wmum, torhadap bencana alam, kosojahteraan sosial
makam/kuburan, pariwisata daﬂ rekrgasi,_dan usaha - usaha

okonomi yang barmanfaat bagi koshjahtoraan unum,.

lOMurmin M. Koosadijo, linjuuun Poucabutan halk= hak
atps tgnoh dou bonde-bonda _yang ada di~atasnxa, Galia In-
donoeln, Jokartz, Cet.ll, 1982, hal. 77. |

1lipbid, hal. 58 ‘

12ipid, hal. 76.
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Selain itu Presidon dapat menyatakan obyok lainnya
borbagai bentuk pombangdndn.-ban yang dapat mongajukan
obyck peuncabutan torscbut di samping instansi pomarintah
Juga usaha~usaha swasta dengan disctujui olch pemerintah
dan atau pomerintah daerah sesuai dengan rencana pembangu

nan.

D. Alasan timbulnya p@nqabutaﬂ hak

Dalam pembangunan nasicnal kita éokarang ini, untuk
mowu judkan masyarakat adil dah makmur yang merata  lohir
dan batih, berdasarkan Puncdsila dalam satu wadah 1nesara
kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan ber
kedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan yang aman, ton-
tram tortib dan dinamls sorta dalum liugkoursan  pereanlan
dunia yang moerdoka borsahabat tortib dan damai.
| untuk melestarikan pombansunan kita sekarans ini
torutama pembangunan di bidang materisl baik di kota mou-
pun di desa, memerlukan tanoh sebagni tempat penampungan
kegiatan poembuangunan yang'dimaksud. |

Berkengan dengan pembangunan yang memerlukan  tanah
maka dalam ponjolasan umum pcuéabutan hak-hak oatas tanah
dan bonda-bonda yang ada di atusnya disobutkan bahwa pada
dasarnya jika koperluan tanah dan/atau bonda-benda lain-
nya kopunyaan orang lain untuk suatu koporluan umum,harus
lah lebih dohulu diusahokan agar tandh.itu dapat diper-
olch denzan porsotujuan yang empuliya. Misalnyé atas dasar
porsetujuan Jual beli, tukar mnukar, atau dengan cara

lainnya. Tetapi cara demikian itu tidok selalu membawa
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hasil yang diharapkan, karena ada kemungkinon yang empu-
nya meminta harga yang terlampau tinggi, atau tidak bnrr-
sedia sama sekali untuk'mélepaskan tanah yang diperlukan.

Oloh karona kopontingzan umum‘harus>didahulukau da-
ri pada kepontingan pribadi, maka'jika'tindakan yang di
maksudkan itu benar-bonar untuk kopohtiug&n umun, dalam
ke adaari momaksa, yaitu jika dengun jalun musyawarsch ti-
dak dapat mcombawva hasillyang diharapkan,,haruslah ada
wewenang pemerintah untuk bisa wmengombil dan nenzuasai
tanah yong bersangkutan. Pongambilan itu‘dilakukan do-
ngan jalan mengadakan poﬁcabutaﬁ hak sebamaimana yaneg di
maksudkan dalam pasal 18 Undong-Undang Fokok agraria.

Yari kata harusloh di atus mewujudkan adanya ko=
waujiban dari pihak yuing membutublen tanuh. Dulaw hal ind
Fenerintah witule mengusahakan agar tanah itu dapat di-
noroleb daonsan jalan parsotujuan dan/atan muisyawarah dn-
ugan yang ompunya lebih dahulu.

ﬂannh Jalan yang ditempuh dengan musyawarah atau
porsetujuan torsebut tidok mrmbawa hasil yang diharapkan.
Dongan adanya hambatan tersobut, baru perlu adanya pen-
cabutan hak sobagai konsckwensi keharusan/wewenang peme-
rintah untuk dapat mongambil dan nenguasai tanah yang
borsangkutan. Yakni don@an jalan poncabutan hak. Soporti
yang dimaksudkan dalom pasdl 18 Undang-Unaang Pokok Agra
ria. o

Poncubutan hok baru dapat dilakukan dulam‘hal ko-
adoon memoksa yang harus diartikan sobngi jalah terahir

untuk mondapatkan tanah-tanah ko punyaan penduduk, setolah
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menenpuh berbagai cara dengan jalan musyawarah/ mufckot
yang pada akhirnya tetap menemul jalan buntu. YMeka  ka-
rena kepentingan umum harus didshulukan dari pada  ke-
pentlnron perorangon , maka pencavutan hek milik atas ta
nzh dapat dilakukan terhadap:mereka .

Dari keteraugsn terscbut di atas dorat disimpul-
ken, bahwa timbulnya pencebutsn hok nilik atos tonah
disebabikon setelah usaha pongambiinn tonah dengon  jalan
musyawaral mengalami jalan buntu , sedang keperluan ke-
pentin;;an umum sanpat mendeselt, maka barnlah Pemexintsh
mengadalkan pencabuton hek wililk atas tanah  dan bonda
benda yong, adao di atasnya' dengan menberikan gonti rugli
den berdezsarken Undang Undang .

Scbaliknya bila bisa dicapal dengan Jolan perse-
tujuan atau musyavarsh - dalam penganbilean holk  kepunyaon
orang lain, maka tidak alzan terjadi pencabutan hak,milik
atas tonoh selallpun sudsh mulai poncabuten hal , ateu
sudeah sada keputusan Presiden , maka'CQrm Jang ditewpuh

adalah dengen caro versetujuen tersebut .

E. Syzrat-gyvarat Pencpbuton gl

Untuk membefikan'jmminan-hak milik atao tanoh bo-
gl rekyast , pencabutan hok dilkat oleh . sysrat -syarot
sebagal berikut '

1. Poncabutan hok harus bonar-bonar untuk  lkepentingan
umum . ' |

Pencabutsn hak hanya dapat dilakukan bilemzna ke-
pentingen umum benar-benar merighendakinya .

Dalam pscal 18 Undang-undang Polok  Agraria dise-
butlken bshwa untuk kepentingan umum, termasuk kepenti-
ngan Bongsa dan Negara serta kepentingan bersamsa dard
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raky at y hak-hak atas tanah dapat didabut .

Dalam pesel 1 Undang=undeng No 20 Tshun 1961 di-
sebutkan bshwa untuk kepentingan umum termssuk hepenti-
ngan Bongsa dan Megera dan kepentingen ber ana dari rai-
Yat serta kepentingan pembanvunen, malka Prehidon dalam
keadaan memoksa setelah mendengar Menterd fgroria,Mente~
rl Kehgkiman don lMentori yeng bersonpkutan, dopat men-
cebut hok-hak atas tanah dan benda-bondq yang ada ai
atasnya .

Kemudisn dijelasican vula delsm Instru:si Presiden
Mo 9 Tahun 1977 bghwa pencabuten hake-holk atasA tonah
dan bends-benda yeng ada di olesnys supaye heny-s  dild ok-
senakan bencr-benszr untuk kepentingan waum »

Moka jika pencabuteon hok milik atos toneh diloka-
ken tidalr untuk kepentincan umum, tidoklah dibencriicn.
Dan Jjika hair milik atac tonsh  setelzh dieddien pencabu-
tan hals untuk kepontinson unun, koemudlon tidax Jadi
Gllesksonciean , maka hel wilil tonoh yongs teluh dicshut
1tu hendstlah cilembplilen kepada pemiliknya senula
Jika ia moosih menphondahlnya y dan tidak boleh dijuel ke
pceda orang lLadin

2. Pencabutan hak harus dilékukan oleh pihok yang ber-
vewenang . ' ' ' |

Poncobutan hak merupsken tindakan yeng saongat pen
ting karena merugikaon hak orong, lain , meka yong menu-
tuskan adaloh pihak yong berwewenang'; yaiﬁu pejabat ek-
sekutif tertingsli . Dalam hsl ini Presiden .

Sebagaimzna disebutkan dalam pasél 1" Undang - Un-

dang No 20 Tahun 1951 bahwa Prouviden dalan keudamn rmeo-
makga , dapat mencatut hﬁK-hﬂk otas toanah den bend¢~bon—
da yang ada di atasnya .
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Komudian dolam penjelasannya ( Penjelasan pasal 1
Undang-undong mo 20 Tahun 1961 ) disebutkan bshwa  oleh
kkarena pencabutsn hok itu merunakan tindakeon yang songat

penting karena berckibal meagurasngl hali. sescorang,maka
yeng memutuskan auvalah pejebat oksekutlif terting: i yai-
tu Prosiden . ' ‘ o

3. Pencnbutsn halk harus disortsl dongnn'ﬁmnhi rugl yong
layak . ‘

Gonti ruri merupsksn jeminon hok milix atzs tonoh
Tonpa cdanya  genti rupgi pencaobuton haix tidal: dibenarikon
Sebazelmaona dijelasken dalam vrsal 1 Undang-ind-ng Ho 20
Trhun 1961 bohwe  hak-heol atas tanabh  depat dicabut  de-

ngan  mengranti kerugian yoag layale

Dolzm yasel 5 Undeng-Undeong No 2C Tehun 1961 di-
scbhutikian pula bahwa pcnguasabn tonah den/atou bendo-bon-
do yonr bergensiottan baru anont diinhuknn "potelah wddn
Surest keputesen pencabutsn hai d:ri fresiden dan setelzh
dilelukon sorbrsy ran ﬁmnti kerupisn yani junlahnya dite-

tanlkon Aol am surat keputusan terscbut .

F. Yevenong Pencobuten Halx Milik Atas Tanoh

Piantara berbagai-maéalah yang banyak menjadl- pein
bicaraan 6rang sekareng adalah berkenaan dengah masalah
tanah, Disntaranys menyangkut moselah pencabuten hok mi-
1ik atas tonsh dan benda-benda yang ada.di atasnya untult
kepentingan umum . | o

Maszglah tanah selain méngandung aspek kesejahte-
rasn juga mengandung aspek ckéonoml , sosial politik,
ymiﬁﬁ,dm]mwmdnmﬁ'twmuwadm@mJmea‘lme
ngon manusua dengan tsnaﬁnya t@rlihaf~secaré jelos da-
ri - berbagai kasus yang kesomuznya perlu urtuk  dijadi-
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kan bahan portimbangan untuk memborikan pdnynlosai&n yang,
tidak hanya harus mengindahkan prinsip hukum, totapi Juga
memporhatikan asas kesejahteraan dan keamanun serta asas
manusiawi, agar supaya'nnsalah peucabutan hak ini tidak
borkembang menjadi kereschan yang menggangzgu . stabilitas
masyarakat. ' ' | '

Pencabutan hak atas tanah diatur berdasarkan pasal
18 Undang-Undang Pokok Agraria mnycbutkan bahwa untuk
kependingan wwum tormasuk kependingan Bungsa dan nesara
serta kepentingan bersamu dari'rakyat, hok-hak utas'tauah'
dapat dicabut dongan wmemberi ganci Korugian yaus layek
dan monurut cara yang diatur dalam Undang—Undang.13

Dasar dibolehkannya  pencabutan hak milik adalah
pasal 33 UUD 1945 dan pasal 18 Undang-Undang Pokok nagra-
ria kemudian diatur socara'khusus-dalavandang-pudnnq Ro.
20 Tuhun 1461 sorta aturan-hturan poluksdnoah lainnya.

Menurut pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi, air, den ke~
kayuan aiam yang torkandung di dalamnya dikuusai oleh hie-
gora dan dipergunakan untuk sobasar~bosar'knmakmuran rok-
yat. |

Jongan kokuasaan yang{diborikan olah undang - uudang
ini berarti Kegara mompqnyai wbwanang untuk mngatur peng
gunaan dan memeliharanya denzan tujuan scmberikan kesejah
toraan dan komskmuran séluruh rakyat.

bongan adunya kokuasaan ini Nogara mambagikan ber-

bagal hak kopada scseorang: atau badan hukum. Dizntaranya

l3Undang-Undun5 Polkok Agrdria, Loc.cit, hal. 17.
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hak milik atas tanah di samping hak guna usaha, hak guna
bangunan, hak pakai, hak scwa, hak membuka tanah, hak me-
mungut hasil hutan, dan hak-hak.lain'yang‘ tidak termasuk
dalam hak-hak torsebut di atas yang ditoﬁapkan dengan
undang-undang serta hak-hak yang sifatnya somcntara.14

Negara memberikan hak milik atas tanah  berarti
Negara memberi wewenang untuk mmpe rgunakan tanch, meng-
olahnya dan mengambil manfdatnya untuk memenuhi  kebutuhan
hidupnya agar tercapailah kosejahtoraan dan - kemakmuran
bagi seluruh rakyat.

Akan tetapi semua hak yang diborikan oloh Legara ke
Pada masing-masing rakyatnya itu acipunyai batasan yung
mengiket si cempunya hak. Bataéan itu odalah bahwa semua
hak atas tanah mempunyai fpngsi sosial, tidak merugikan ke
pentingun umux_n,l5 dan jika kepentingan umum mrnghondakinya

maka hok-hak atas tanan dapat dicabut dengan momberi ganti

16

rugl yang layak.

lak milik atas tunah  balk yuang dipunyai oleh per-
seorungan, keliompok atau badan hukum adzlah merupakan pom-
berian darl Megara wituk menguasal dan mempergunakan tanch
disertal dengan adanyo iketan dan batusan,diantaranya ada-
lah Jika HNegara memerlukan @ tanch untuk kepentingan  umum
moka Negara dapat mencabutnya kembali pemborian lkekuasaan

torgobut.

ypid, hal. 15
15.b1d, hal. 10
161,44,
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Dulam melaksanakan pencabutan hak milik atas tanah
oleh Nogzara untuk kopentingan umum haruslah  berhat-ha-
ti dan dongan cara yang adil dan bijaksana.

Pencabutan hak milik di Negara kita merupakan masa

lah yang sangoat penting karena sonyangkut hak csasi  ma-

nusia sebagai salah satu sendi Negaru Hukum, schingga
tiduk scorang pun boleh dicabut hak miliknya sacara

sewenang-wenang.l7 _ o

Pericabutan hok .baru dapat dilaksanakan dalem hal
keadaan memaksa, yang harus diartikan scbagai jalan ter-
akhir untﬁk nendapatkan tanah-tanah ponduduk, coteleh me
nempuh berbagail cara dengan jalan musyawarah/mufakatyang
pada akhirnya tetap menomui jalon buitu, misalnya  yang
empuniya tanah mominta hafgu YAng terlalu tinggi atau ti-
dak mau seme sekall menyerabkan tonahnya, moka untuk kn-
pentingan umum harus didahulukan daribuda kepentinzan pe
rorangan, schingga pencabutan dapat dilaksanakan terha -
dap mercka.

wewenang mongadakan pencabutan hak milik | adalah
berada di tangan Presiden, seperti disebutkan dalam pa-
sal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 menyebutkan bahwa
untuk kepontingan umum, termasuk ke;ontingan Bangsa dan
Negara, serta kepentingan Bersama dari rakyat, demikian
pula kepentingan pombangunan, maka Prosiden dalam keada-
an momaksa setelah mendongar Menteri Agraria,vMonteri Ke

hakiman, dan Menteri yong borsangkutar dapat  uencabut

l7Abdurrahman, Aneka dst, O)fcit;lhal. 73.
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hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasny'l.l8
Kemudian dalam pasal l Poenjelasan Undang Undang ini dise-
butkan bahwa oleh kareona pencabutan hak itu merupakan
tindakan yang sangat penting karena berakibat merugikan
‘hok seseorang, maka yang momutuskannya adalah pejabat ek=-
sokutif yang tertinzgl yaitu Pro'sidon.]f9

Adapun wewenaong Prosiden mongedakan péncabutan me -
nurut ketentuan hukum yang bcflnku hafus didahului bebe-
rapa syarat. Tanpa memeniuhl persyaratan, oonéabutan yang
dilakukan dapat dinilal cuatu porbuatun anorl!t th yang

moelanggar hukum atau sebagal penyslobgunaan wowonung.

Fersyaratan itu adalah

1. Pencabutan hak hanya dapat dilakukan bilamana kepenti-
ngan uwam benar-benar menghondakinya, unsur keponting-
an wmum harus tegas monjadi dasar pencabutan hak.

2. Pencabutan hok hanya dapdt’dilakukan’ oleh npibak yoang
barwenang, menurut tata cera  yang ditentukan dalom
perundang-undangain yang berlaku. Untuk koperluan itu
Pererintah telah monctapkan Undang-Undang No. 20 Tahun
1961 dan berbagai ketentuan peluksangannya, guna meng-
atur acara pencabutan hak atas tanah tersebut.

3+ Pencabutan hak atas tanah harus disertai dengan gan-

ti kerugian yang layak.20

lBAbdurrahman, Op.cit, hal. 66.
191pbid, hal. 79
20Ipid, hal. 39.
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Syarat yang pertama untuk dapat dilaksanakannya pen-
cabutan hak milik adalah harus dilakukan,bonqr-bonar untuk
kepentingan umum. |

Pasal 18 Undang-Undang Pokok -igraria menctapkan bah-
wa scbagail dasar diadakannya poncabutan‘hak adalah kepone-
tingan umum, termasuk didalamnya kepentingun HNegara,Bangsa
dan kepentingan bersama dari rokyat.: |

Kemudian Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 pasal 1 mo-
nambzhkan yaitu dongan memasukkan kepontingan pembangun -
anZl torm suk kcpontingan unum, dapat dilakukon perncabutan
hak milik atas tanch dan Bnnda-bhndu yang ada diatasnya.

Jadi kepentiugan uamm yang duput dilaksanakamiya ren
cabutan hak adalah scbagai borikut :

- kepontingan Bungsa |

- kepontingan Nogara

- kepeutinzan brrsama darl rakyat
- lepentingan pombangunan.

Dalam Undang-Undang baik UudungQUndang Agraria mau-
punn Undang-Undang No. Tahun 1961 tidakldh discbutkan scca-
ra torperinci mengonal kopentingan uhmm, akan ‘totqpi. di-
dalam Penjolasan Undang-Undang Ho. 20 -tahun 1961 mrnycbut-
kan beberapa contoh mongenal koponﬁingan umum. Yaitu misal
nya untuk pembuatan jalan raya, pelabuhan, bangunan untuk
untuk industri, dan portambangan, parumahan, dan kesojahte

roan rakyat, serta usaha untuk lain dalam rangka pelaksana

21
ibide hal, 60
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an pembangunan Nasional semesta boroncana.22

Komudian dalam instruksi Prosiden No. 9 Tahun 1973

pasal 1 mcnyebutkan perincian mengenai hal-hal yang ter-

masuk kepentingan umum yaitu ¢

1. Suatu keglatan dalam rangka melaksanakan pembangunan

mompunyai sifat kopontihgan umum apabila kesgiutan tor

sebut menyangkut

a. Kepentingan Bangsa dan Negara duwn/atau
b. Kepentingan masyarakat luas dan/atau
c. Kepentingan rakyat banyak dan/atau

d. Kepentingun pembanguiin.

Bentuk-bentuk kogiatan.pombangunan yang ’ mempunyai
sifat kepentingan umum sebagai dimaksud dalam ayat 1
pasal ini weliputi bidahg-bidang :

a. Pertahanan | |

b. Fekerjaan uaum

c. Perlengkapan umun

d. Jasa ummm

o. Keagamaan

f. Ilmu pengetohuan dan seni budaya

g. Kosohatan | |

h. Olah raga

i. Keselamatan unum

j. Kesejahteraan sosial torhadap bencana alam.

k. Mokam/kuburan.

22 rmin M. Roosadijo, Op.cit, hal. 65.
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1. Pariwisata dan rekreasi
m. Usaha-usaha ekonoml yang bermanfoat bagi kesejah-

teraan umun.

3. Prosiden dapat menentukan bentuk-bcntuk.kogiatan pem
bangunan lain selain yang'disobutkan dalam pasal ini
yang menurut pertimbangan perlu bagi' kepentingan

23

umine.

Dari uraian tersebut di atas apa-yang termasuk ke
pentingan umum nampal torporinéi nacam-nacamnya, akan
tetapi bolum bogitu tegas karcna masih ada  kemungkinan
bentuk-bentuk lain yang térmasuk kepentingan vmum, di-
dukung dengan adanya ayat 3‘pasal'ini yang memborikan -
wowenang, kepada Presiden untuk monéntukan tentuk-bontuk
kogiutan pembangunan 1uin,solain tor?obut di étas Jjika
dipertimbangkan perlu untuk kepentingan umum.

Penentuan adanya kepontiangan —umum eebagai dasar
pencabutan hak milik atas tanch menurut Unaang - Undang
No. 20 Tahun 1961 adalsh ditentukan oleh Freeiden R.I
sebagai pejabat Nogara tertinggi yuang akan mDnuambil ke
- putusan dapat tidaknya diadakan pencabutan hak, sctelah
mondengar berbagal portimbqngan dari berba pihak
yang diperlukan Fresiden 1ah yang‘berhax untuk mcngntu-"
kan apakah suatu permohonan untuk suatu pencabutan hak
benar-benar untuk kepenvingan umui éohingga porlu untuk
dikabulkan atau tidaknya. ; | :

231pid, hal. 78
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Pada umumnya pencabutan hak dilaksanakan wntuk ke-
porluan usaha-usaha Negara baik untuk pemerintah pucat,
maupun untuk pemerintah daerah. Selain itu merurut  pon-
Jelasan Undang-Undang No. 20ATahun'l961"dapat juga di-
laksanakan usaha-usaha swasta, asalkdn usaha itu benar -
benar untuk kepentingan umum, dan usaha-uéaha - tersebut
harus disctujul olch pemorintah dan‘harus sesual  dongan
pola pembangunan Nasionai. Misalnyd bihak s&asta ingin

membangun suatu proyek pariwisata dapat diang

HO

zap sobagal
kepentingan umum. Karena dengai: adanya proyck tersebut
akan banyak menarik para wisatawan sohingga'dapat nening
katkan in come pomoriutah. Guna koporluan tersebut dapat
diadakan pencabutan hak milik atas tanah.

Apabila suatu proyek uncuk kepentingan umum — yung
penycdiaan tanahnyus diadukan pencabutan h&k,kémudian sC-
telah diadakuan pencapbutan hak, proyek itu tidak jadi di
laksanukan, waka tanah yang tclah dicabut haknya dari
pomiliknya, heudaklah dikembulikan ldgi kopada  pomilik
semula, bila morekd masih menghendokinya, dan tidak di-
benarvkan di jual kopada ﬁihuk ketige dengan hafga yang
sangat tinb i, hal semacam ini qcring' mcn;mbulkan seng-
keta borupa tuntutan darl bekas pondllk tanah udeIQ,
paling tidak morcka menutut tambahan jumlah ganti  rugl

yang pernal dlterimanya semulae.

E. Tanggung jawab nengadokan pcncabutan

Uleh karena pencabutan hak- morupakav tiudakan yang

sangat penting, karena mengurangi hok orang, lain, moka
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yang menutuskan adalah pejabat oksdkutif tortingzi yaitu
Prosiden. Seperti disebutkan dalam pasal 1 UU No.20 Tahun
1961 bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan
bangsa dan negara sortd kepentingan bersama dari rokyat,
demikian pula kepentingan pombangunan, moka Presiden da-
lam keadaan memaksa setelah mendengar Menteri Agratia,
Menteri Kchakiman, dan Mentcrijyang bersangkutan,\ dapat
‘moncabut hak-hak atas tanqh dan bondu-bonda'yahg ada di

atasnya.zh

Dalam hal ini Pre siden tidak melimpahkan‘ wowenang
nya kepada instansi-instansi lain dalam membe rikan kaputu
san, sebab sampal sckarang bolum uda‘poraturan yang mong-
atur polimpahan wewenang tersebut.

Dalam melaksanakan pehcabutaﬁ hak-hak atas tanah
dan benda-benda yoang ada di atasnya, pemprintah dimungkin
kan menempuh dua carai _ )

a. Cara persetujuan jual beli atau tﬁkar.ﬁenukar,'seperti
torsebut dalam pasal 10 UU No.20 Tahun 1961 disebutkan
bahwa jika dalam ponyolasaian persoalan tersebut dapat
dicapail dengan jalan persetujuah Jjual beli atau tukar
menukar, maka penyclosaian dengan jalan itulah yang di
tompuh.<? , |

‘b. Dengan cara pencabutan hak atas tanaﬁ.

Dicini torlihut bahwa'pemerintnh sebagai badan hu-
kum publik untuk mewujudkan kohendakhyd‘dapat " melakukan

2‘t‘!xbdurrahm‘:m, Masalah Pencabutan Hok, Ope.cit, hal.
66. , . .
251pid, hal. 7C.
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kehendaknya sebagai individu biasa, samd seperti badan
hukum portikulir. Totapi pada saat lain dalam 'statusnya
yang khusus (istimowa)'dapét pula monampakkan dirinya se-
bagal penguasa. ‘

Negara sebagai staat fiscus (individu biasa) untﬁk
waktu ini banyak dijelmakan dalam bontuk perusahaan ne-
gara berdasarkan peraturan Pemorintah'No. 9 Tahun 1960,

Bentuk-bontuk yang dikenal dari jonis  perusahaan

nogara torsebut adalah :

a. Perusahaan Jawatan
b. Porusahaan Sero

¢c. Perusghaan Umum.26

Disini perbuatan pcmgrintah sebagal individu akan
dikosampingkarn, karena dalam perbuatan ponéabutan halc mi-
lik atas tanah, adalah termasuk perbuatan pemerintah se-
bagai penguasa,meskipun dalam Undang-Undang pencabutan di
kenal juga cara jual beli atau tukar menukar yang bersi-
fat keperdataane |

Hal ini kelakukan dengan alasan :

a. Dalam persetujuan jual boli atau tukar menukar terse-
but dglam pasal 10 UU No. Tahun 1961 tidak mungkin di
capal sebagal kehendak yang sobenarnya, lebih wajar
bila dikatakan bahwa persetujuﬁn‘ydng dimaksud itu ha-
nyalah merupakan musyawarah yang lebih menjurus kepada
pemberitahuan bontang'kotetapan jumlah mksimal harga
ganti rugi yang mungkin bisa dii ayar oleh pemerintah.

26Marmin M. Roosadijo, Op.éit, hele 29.
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b. Jika pomerintah bertindak sebagai badan hukum partiku-

1ir melalui persetujuan yahg dimaksud tidak tercapai,
maka pemerintah dapat melakukan wewenangnya dengan ca-
ra paksa melakukan pencabutan hak atas tanah.

Untuk melaksanakan poncabutan hak milik atas tanah
hanya mungkin direalisir olech organ-organnya, yaitu organ

organ yang monjabatnya yang sowaktu-waktu dapat Jjuga ber-
tindak yang bertentangan dengan,ketehtuan hukum yang meng
aturnya.

Seandainya peristiwa torsdbﬁt benar-berar terjadi
apakah negara dapat diportanggung jawabkdn atas perbuatan
organ-organnya yang tolah bortindak bortantangan dengan
hukun. | a '

Dalam hal ini seandainya terjadi melaksanakan pon-
cabutan hak milik atas tunah yang tersebutydalam UU No.20
Tahun 1961 kemungkinan bertentangan dengan Undang-Undang,
maka perbuatan pemerintah tersebut dapat dimintal pertang
gung Jawaban. Di sampingruntuk menghormati ‘berlakunya asas
hukum. D1 Negara Indonoéia.ini, bahwa porbuaﬁan pemorin-
tah yang mengakibatkan pomerkosaan hak orang lain atau
bortentangan dengan kewajiban mkum sipalaku atau borten-
tangan dengan kesusilaan atau kepantasan dalam masyarakat
dan morupckan pelanggaran hukum dibidang hﬁkum publik.27

Dalam melaksanakan poncobutan hak miiik'atas tanah
dan benda-benda yaig ada diatashya bisa ditemukaon hal-hal

27
Ibid’ hal. 31.
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yang tormusuk porbuatan yang melanggor hukuam soperti tor-

sebut di atas. #Misalnya @

a. Penotapan ganti rugi oleh panitia pehaksir telah di-
tetapkun donghn tidak menzgindohkan dasuar-dasar pertim-
bangan yang layak, sehihgga dirasa sangat mustahil
untuk ditorima yang borsangkutan.

b. Tempat ponompungan yang discdiakan oleh pemerintah ter
nyata tidak memenuhi persyaratan hidup untuk dihuni.
tMisalnya tidak adanya sumber air di daerah itu, atau
tidak dapat berfungsi sobagaimana mstinya,karena ada

pencemaran lingkungan.

¢. Tempat peonampuigan yang ditﬁnjuk telah memnuhi per-=
syaratan perlongkapan sumber hidup, totapi ternyata
torasing dari persgaulan hidup masyarakat.

Peristiwa torsebut harus dihindarkan sesuai denzan
Instruksi rresidon Ho. 9 Tahun 1973 pasal 6 ayat 2 menye-
butkan odahwa rencana penampungan yang hak-hak atas taonab-
nya dicabut, harus diusahakan sedemikian rupa,asgar mereka

yang dipindchlan itu votup dapat mounjalankan kegiatan
usahanya/mencari nafkah- kehldupan yang layak seportl so-
mula.23 |

ipabila tornyata ketentuan yang digariskan oleh
Pemorintah itu baik yung tordapat dalam Undang-Undang pen
cabutan hak maupun dalam Uudang—Undang yang  digoriskan
schubungan dengan pembatasan hak itu tidak diindahkan
oloh okuwi-okuum tertentu SChinggn‘mOLakukan t.indakan yms

SOMau=Mmiaulyde

281514, hal. 95.
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Dalam hal ini UU No.20 Tahun 1961 hanya menyebutkan
tata cara penyelesaion beorkaitan dengan masalah orang ke-
- beratan karena ganti rugl yang kurang.layak akibat adanya
pencabutan hak milik. _ , '

Maka jika komungkinan untuk timbulnya  pencabutan
- itu botul-botul torjadi. Kusus mongenai penctapan ganti
rugi yang kurang layak yang disengketakan.Penyelesaiannya
memggunakan pasal 8 UU NO.ZO Tahun 1961, dan  peraturan
Pemerintah No.39 Tahun 1973 mombuka jalan dan memberi pe-
tunjuk tentang bagaimana cara mengajukan gugatan banding
kepada Pengadilan Tinggi.

Dalam pasal 8 UU Né. 20 Tahun 1961 menyebutkan bah-
wa Jika yang berhak atas tanah dan bonda-benda“ yang ada
di atasnya yang haknya dicabut itu tidak borsedla menori-
ma gantil keruglon sebagaimana yanz ditetapkah daiam Surat
chuﬁusan Presiden, karena" diangzap jumlahnya kurang. la-
yak, maka ia dapat minta banding kaada'Pengudilan Tinggi
yang daerch kokuasaannyarmolipﬁti tqmpap‘lotuk tinah dan
benda-bonda tersebut, agaf Pengadiian Tinggi iﬁulah yang
menotapkan jumlah ganti kerugiannya. Pehgﬂdilan Tinzgi
itulah yang memutuskan masalah tersobut, dalanm tingkat

pertama dan tingkat tcrakhir 29

Sedangkan untuk pcriutiwu-porlotlwa di luar sengke-
ta tentang penetapan gantl ruvi dqlam kedua Porundang-un-
dangan tersebut tiduk ditemukan yang m)ngaturnyq.

29Abdurrahman, Masglah Pencabutah hak, Loc.cit.
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Dengan demikian hanya kepada Pengadilan 4Nogerilah satu
satunya tempat untuk mongadukan peristiwa yang dimaksud.

Apabila terjadi penyimpangzan olch oknum-oknum ter-
tentu, maka dapat dilakukan‘dengan gugatan perdata pada
Pengadilan Negeri yang borwenang terhadap pejabat yang
berbuat semau-maunya itu dalam‘ melaksanakan pencabutan
hak.30 o

Masalah pengambilan tanah oleh Pemerintah untuk
perluasan jalan tanpa ada gagti keruglan sama sekali
Pemilik tanah terutama yung borada di pinggir jalan se-
lain terampas hak-hak atas tanahnya oleh Pemerintah. ma-
sih juga dibebani pembuatan pagar, selokan dan sebagai
nya.

Dari porbuatan Pemcrintah yang maﬁyalahgunakan we-
wenangnya itu menimbulkan kercsahan kepada masyarakat
yang di rampas haknya. Maka penyoloSdidn yang dapat  di-
tempuh yaitu menggunakan gugatan perdata pada Penmadilan
Negeri yang berwewenange '

Dalam hal ini, pasal 1365 BW menyebutkan bahwa
tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mener

: : . . ' 1
bitkan kerugian itu untuk mongganti kerugian tcrsgbut.3

30
Ibid, hal. 61

3lR. Subekti, R.Tjotro Sudibyo, Kitab Undang = Un-
dang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Coet. XIX,
hal. 310.
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Akan totapil keobilasaan ydng timbul dalam praktek rak-
yat yang bersangkutan pada ummnya lebih senahg monghddap
dan mengadukan perkara tersebut pada Dewan Perwokilan Rak-
yat, bahkan ada yang conderuno untuk monyampaikannya ke-
pada Presiden. '

F. Ganti rugl pencabutan hak milik

Monurut pasal 18 Undang-Undang‘POkbk Agraria disebut
kon bahwa untuk kepontingan umum‘t¢rmasuk kepentingan bang
sa dan hegara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-
hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian
&ang layak dan menurut tata cara yang diatur dalam Undang

,Undang.32
Oleh karcna itu selain adanya wowenang untuk melaku-
kan pencabutan hak, dalam pasal‘l8 Qndang-Undang Pokok

Agraria terscbut dimuat pula'jaminan;Jaminan bagi. pemilik
tanah yaltu bahwa pencabutan hak harus disertai:‘ . dongan
gantl rugl yang layak dan harus dilakukan'-ménurut Undang-
Undang. ' |

Kemudian menurut PenJolasan umam UU No. zO Tahun 1961
disebutkan bahwa Presiden sotolah mondengar  pertimbangan
dori instansi-instansi deerah, Montofi Agraria, Mentori Ke
hakiman dan Menteri yang bersangkutan yang mompe réimbang=-
kan dan menctapkan apakah benar kopontingan umum mengharus
kan dilakukannya pencabutan hake Presiden lah yang memutus
kan dilakukannya pencabutan hak dan menetapkan besarnya
ganti rugl yang harus dibayar kepada yang’borhak.33 '

32Undang-Undang Pokok Agrqrid, Loc.cit. .
33Abdurrahman, Masalah Pencabutan hak, OUpe.cit,hal.7L
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Masalah ganti rugi ini sering monimbulkan borbagai‘
persoalan, disobabkan adanyn kekurang wajaran dalam pem-
bayaran ganti rugi. Peuatépan guntl rugi mompunyai  arti
yang sangat penting dalam proses pcncabutan hak milik
atas tanah untuk kopontingahn umum, '

tasalah ganti rugi ini dalam UU No. 20 Tahun 1961
alatur dalam pasal 18 mengonai prosoduf penolakan  ganti
rugl yang kurang layake.

Penetapan ganti rugi dalam prosedur biasa ditotap-
kan olch panitia khusus. Panitia ini mengadakan toksiran
barapa besar ganti rugi ydng haruS'dibayarkan, lalu  me-
nyampaikannya kepada Dircktorat Agraria yang solanjutnya
akan diteruskan kopada Montcfi Dalam Negeri dan Fresiden
yang akan mengambil koputusdn'tordkhir.

Lalu putusan Jresiden toutaug pduotapan ganti rugil
ini pada prinsipnya adalah didasarkan atas _penoctapan i a-
nitia ponoksir ganti rugi daerah, tetupi jugo sudah  ba-
raiug toutu sotolan mowporhutlkan pertimbanzan dari sepala
Diroktorat Agraria, denteri Valum Negeri, dan Mentoriyang
bersangkutan di bidang tugasnya, meliputi usaha'dari me«=
reka yang nomohon pencabutan hak—hak'atas tanah tersebut.

Penctapan ganti rugl ini harus dicantumkan dalam
proses pormohonan pencavutan hake |

Jumlah ganti koruglan mouufut pasal 18 Undang-Un-

dang Pokok Agraria harus yang ldqu. Ganti knrugian yang
layak adalah didasarkan atas nilai yang nyata/ sebenarnya
dari tanah atau bohdu-bonda'yung borsangkutan. farga yang

didasarkan atas nilai yang nyata itu tidak mesti  sama
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dongan harga umm, karena harga uwmm bisa moerupakan harga
catut. Sehaliknya harga tersobut tidak berarti harga mu-
rah. Dan tidak hanya orang~orang yang berhak atas tanah
. atau benda-bonda yang haknya . dicabut itu saja yang akan
mendapat ganti kerugian, tetapi orang;orangvynng menom-
pati rumah atau menggarap tanhh yong  bersangkutan akan -
diporhatikan pula. Misalnya . morcka akan dibori tompat
tinggal atau tangh garapan lainnya atdﬁ jika tidak mung-
kin akan dibori ganti korupian borupa uang atau fasilitas
fasilitas tortontu.>¥ :

Poneotupan gonti rugl yang diborikan bordasarkan pa-
da status hak atas tanah yang bersangkutan apakah berupa
hak milik hak guna bangﬁnan atdu,hak‘gunn uszhae Ganti
rugi torhadap hak guna usoha dan hak guna bangunan tentu-
nya lebih kecil dibanding dengan ganti rugi hak milik,se-
bagal hak turun temurun, terkuat dan torpohuh; yang dapat
dipunyai orang atus tanah. v.

Ganti rugi sonubungan dongan pencabutan hak atas
tangh tiduk sewata-mata berapa uang,“totapivdapat borupa
tanah, atau banﬂundn dan atdu fasilitas lainnya.

Ganti rugzi dapat dikenakan atas tunah bangunan

dan tanaman borharga yang>borada di‘ataanya. Bowitu pula

yang borhak atas gantl rugl bukan hanya moroka yang dica-

but haknya, totapi Juza torhadap orang-orang yang socara

sah menompati atau menggarap tanch yang borsangkutan.35

> l’rbid, hal. 78

35Abdurrahman, Anoka masaloh ..., Op.cit, hal. 96.
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Sehubungan dengan ganti rugi yang diborikan harus
dalam koadaan yang layak, monurut pOHJOld&dn vl No. 20
Tahun 1961, tidak torlalu murah. ,

Bagi mercka yang dicabut’ hakn&a hanya dapat meng-
aJukan ke Pohgadilan Tinggl bila keboratan terhadap gan-
ti korugian yang telah diteotapkan.

Untuk melaksanakan pencabutan hak milik atas tanah.

Kemudian dalam pasal 8 UU No. 20 Tahun 1961 dise-
butkan buahwa :

a. Jika yang berhak atas tanah dan atau bonda-b-onda yang
ada di ctasnya yong haknya dicabut tidak bersedia mo-
nerima ganti rugl sobaadi yang ditetapkan dalam surat
keputusan Prosiden torsebut, karema dianggzapnya  ku-
rang layak maka ia dapat minta banding kepada  Peng-
adilan thged yane daerah kokuasaunnya moliputi  dae-
rah tempat letak tunuhxdan banda-benda toersebut, agar
Pongadilan itulah yang monotapkan jumlah zanti ruszi
Pongadilan Tinggi yang 5érsangkutan‘mhmutus Mquluh -
tersaebut dalam tingkaﬁ.portama dan §crakhir.

b. Acara tentaug penctapan genti rugi ‘sobagaimaua vaug
ditetapkan olch Pongadilan Tinggi yang  dimaksuadkan
dalam ayat 1 torsebut di atas, diatur pula oleh por-
aturan Pemerintahe. | ' .

c. Songkota yang torsobut dalom ayat 1 ﬁcrsebut di atas,

dan sengketa lainnya mongenai tanah dan bonda-benda-
yang ada di atasnya tidak  »nunda jalannya poncabutan

hak dan penguasaannya.
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d. Ketontuan dalam ayat 1 dan 2 di atas berlaku pula jika
yang borsangkutan tidak menyctujui jumlah ganti fugi
yang dimaksudkan dalam pasal 6 ayat 3,36 yaitu disebut
kan bahwa Jjika telah dilakukan ponguasaan atas dasar
surat keputusan prosidon, maka bila kemidian perminta-
an pencabutan hak tidak dlkabulkan, yang berkepenting-
an harus mengembalikan tanah dan/atau bonda-benda ymg
bersangkutan dalam koadaan semula dan/atau memberi
ganti keruglan yang sopadan kepada yang ' mempunyai
hak.37 | | | |

Dari pasal 8 torsebut nemberi kemungkinan bagi si
pemilik tanah atau pomegang hak lainnya'atas tanah untuk
meminta kepada Pengadilan Tinggi agar Pengadilan Tinggi--
lah.yang menctapkan jumlsh ganti rugi, oleh karena pene-
tapan jumlah ganti rugi yang ditetapkan oleh Prosiden yang
dimuat dalam surat keputusannya dipandang tidak selayak -
nya. |

Untuk ini pula adanya'kbtontuan hﬁkum acara khusus

yang tormuat dalam poraturan pomorintah No. 39 Tahun 1973

tentang acara gonti korugian olch Penoadilan Tinggi, ter-

sebut dapat diporoleh dalam waktu yang singkat.

Biarpun demikian ponyolosaian tanah dan benda - ben-

da yang ada diatashya dapat dilakukan dengan tidak perlu

6 o |
v Abdurrahman, Masalah Poncabutan hak, Op.cit, hal.
69 - 70. , |

37Ibid.
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menunzgu Keputusan Pengadilan Tinggi jika'tnrjadi sengketa
schubungan dengan pencabutan hak, misalnya sengketa menge-
nai orang yang dicabut hak miiikhya, maka tidak ﬁerlu di-
tangguhkan sampai ada koputusan dari Pengadilan Tinggi,
asal sudah ada keputusan pencabutun hak dari Presiden, dan
uang ganti rugi yang sudoh tersedia. .

Dalam pemoriksaan banding sehubungan dengan ganti ru
gi tersebut, dipergunakan hukum acdra perdata yang berlaku
di Pengadilun Tinggi dengan nomporhatlkan beberapa pengoecu
alian sobagaimana disobutkan dalam UU No. 20 Tahun 1961
dan Poraturan Pemerintah No. 39 Tuahun 1973.38

Penyampaian banding disampaikan kepada Pengadilan
Tinggi di daorah keokuasaannyu yung ueliputi  tanah  yang
dicabut baik secara tertulis atau secara lesan dan dalam’
jangka waktu satu bulan, terhitung dari mulai;QOqu tang-
gal Keputusan Prooldon yarig menctapkan adauyd poncabutan
hak atas tanah, disampaikan kepada Paunitera Yanrtadilan
Tinggi yang dimaksud. ' | .

Di samping itu bqﬂi pihak yang borkepout1ngau, yakni
pihak yang memintu poncabutan hak milik atas tanah dalam
permohonan dic;ntumkah rencana pﬂnampungan‘orang-oran?yang
haknya akan dicabut. Clch }Lhdh yarg berkepentingan nurus
diusulkan sedemikian rupa agar mereka yang diplndahkqu aki
bat pencabutan hak itu tetap dapat monjalankan kegiatan

usahanye mencari nafkah yang layak scpoerti semula.

38 bdurrahman, Ancka Masalgh Hukum Agraria, Op. cit,
hal. 97. ' :
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Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa
seakan-akan penampungan sebagal akibat adanya pencabutan
hak atas tanah, agar mercka yang terkena pencabutan hak
hidup mereka tidak terganggu dan scolah-olah mercka ti-
dak mongalami permasalahqn seperti dibandingkan dengan
koadaan sebelum adanya pencabutan.

Dengan demikian usgha-usaha yaﬁg dilakukan setiap
hari dalam hal mencari nafkah, mercka tetap lancar  se-
perti scdia kala. Untuk 1tu penampungdn tidak boleh bu-
ruk sopertl kalau dibanding dengan keadaan somula, scbab
~ bila lebih buruk, tentu akan menghambat kehidupan — bagi
morcka yung torkena pondabuﬁani sohingga'dalam hal pen-
caharian kchidupan sehari-hari di bidanglekonomi akan tor
ganggu. " |

Hal ini akan sangat bertontangan dengan yang telah
digariskan dalam penjelasan pomcrihtuh Ho. 39 Tahun 1973
Tontang ponotapan gantl keruglan olch Pongadilan Tinggi
schubungan dengan pencabutan hak atas tanah dan benda-
bonda yang ada di atasuya. '

Dalam penjelasan Poruturan Pomorintah Wo. 39 Tuhun
1973 disebutkan bahwa Peraturun Pemerintah ini disamping
dimaksudkan mongatur tindak 1anjut dalam rangka pelaksa-
noan UU NO. 20 Tahun 1961 tontang porcabutan hak dengan
pongarshan agar doapat momperlancar pelaksanian pombangun
an di Indonesia, juga di lain pihak dimoksudkan sebagal
langkah untuk memberikan jamiﬁag bagl para pemilik/ pe-
megang hak atas tanah torhadap tindakan-tindakan poncabu

tan terscbut.
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Selain itu diharapkan agdr dengan tindakan penca-
butan itu hendaknya bekas pemilik tanah/pemngang hak atas
tanah itu tidak mengalami. ke_mundur‘an ddldm bidang sosial
maupun tingkat ckonominya. Untuk itu kdpada mereka dibe-
rikan kesempatan untuk naik banding ke pengadilan Tinsggi
apabila penctapan besarnya ganti rugi tidak dapat dite-

rima oloh meroka.



